WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

. bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan objek

retribusi jasa usaha serta untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah maka dipandang perlu merubah/merevisi Qanun
Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, perlu membentuk Qanun tentang
Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2013);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

7. Undang-undang ?




7.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4966);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia.*f




Menetapkan :

18.

19.

20.

Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

PASAL I

Beberapa ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Langsa Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Langsa Nomor 322)
diubah sebagai berikut:

1

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga keseluruhan Pasal 34
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan
tempat rekreasi, dan olahraga yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Langsa.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga keseluruhan Pasal 35

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 35

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah
pelayanan  tempat rekreasi, pariwisata, olahraga dan
museum yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh
Pemerintah Kota.

(2) Dikecualikan 2§




(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata,
olahraga dan museum yang disediakan, dimiliki, dan atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga keseluruhan Pasal 36
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36
Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah

orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga dan museum.

4, Ketentuan lampiran V ditambah 1 (satu) angka yakni angka (3),
sehingga keseluruhan lampiran V berbunyi sebagai berikut:

(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi
ditetapkan sebagai berikut :

1. | Perseorangan:
- Dewasa Rp. 2.500,-/hari
- Anak-anak (maksimal 12 tahun) | Rp. 1.500,-/hari
2. | Sepeda Motor Rp. 2.500,-/hari
3. | Mobil colt, pick up, sedan dan | Rp. 2.500,-/hari
sejenisnya
4. | Mobil mini bus dan sebagainya Rp. 7.500,-/hari
5. | Mobil bus, truk dan sejenisnya Rp.10.000,- /hari

(2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Olahraga
ditetapkan sebagai berikut :

NO Jenis Tempat Tarif untuk Tarif untuk
Olah Raga umum/jam Pelajar/jam
1. | Tenis lapangan Rp. 5.000,- Rp. 3.000,-
2. | Bulu tangkis Rp. 2.500,- Rp. 2.000,-
3. | Basket ball Rp. 40.000,- Rp. 30.000,-
4. | Volley ball Rp. 40.000,- Rp. 30.000,-
5. | Sepak bola Rp.150.000,- Rp.125.000,-
6. | Futsal Rp.100.000,- Rp. 75.000,-
7. | Fitness Rp. 5.000,- Rp. 3.000,-
(3) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Museum ditetapkan
sebagai berikut :
1. | Perseorangan:
- Dewasa Rp. 3.000,-/hari
- Anak-anak (maksimal 12 tahun) | Rp. 2.000,-/hari
2. | Warga Negara Asing Rp.10.000,-/hari
PASAL I

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar X-




Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Februari 2021 M
12 Rajab 1442 H
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Diundangkan di Langsa
pada tanggal 24 Februari 2021 M
12 Rajab 1442 H
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NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH ( 1 / 30/2021)




